
BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI

NOMORzB TAHUN 2OO7

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KEIAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG LAHIR

SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Menirnbang : a.

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Tanggal

11 Juni ?aar Nomor : 474.1112741sJ perihal Dispensasi pelayanan

Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, bagi penduduk Warga

Negara lndonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

diberikan dispensasi pelayanan akta .kelahiran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Lahir

Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950

ftlomor 24, Berita Negara Tanggal I Agustus 1g5O);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19gg tentang pengesahan

lnternational Convention on The Elimirtation of All Forms Of Racial

Discrimination 1965 (Konvensi lnternasional tentang Penghapusan

Segala Bentuk Diskiminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3852);

Mengingat : 1-
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(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tannhahan ! ornharan Ncnqra Panrrhlik lnr{rrnaeia Nnnnnr'2RCA\.+ . rsHvvr.!ir aaarrL.iavsiq r=r_.!!rr_:r vVUUl,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang Perlindungan Anak

1l ar.nharan Nonarq Qanrrhlik lnr{nnacia Tahrrn 2o } Nnrnar. '!flO
\Lvrrrsur s rrvrusrr ruriuil -aJ*- 

-=vt!ava ivv,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235);

I lnrlanrr-l lnr{ann Nnnnr.rr 1n Tahr rn tnn4 fanfann Danahanfllzan7 1vV- rr--a aa=r at i ui i ivL.! iarjrl=i i

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tehun ?AA4 Ncmc!' 5-", Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

I lnr{anrr. I lndana |\lnrnnr e1 Tahr ln 2/']-nL fan*ann Dan.rarinfahanvlrssl i rulil-iaui a Viiiuiiail.-!!+i!

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

1AR Tarnhahan I anlharan hlanarq Panr rhliL lnr'lnnaoia hlamnrLvr r rvur ut ! : E._.l'sr u

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tehun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinteh Penggant!

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

I lnr{ann I lnr{enn Nnmor e'1 Tahr rn 9OOA fantann Pannarinfahan: lvt rtgi iv i L.i, aua aa ilGt lqi i

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

lnr{nnocia Tahrrn ?nnE Nnrnnr 'tAR Tarnhahan !arnharan ltlanara: qi i iUq! aga a Lrra a tUqi qi i i i.rg+!.=

Republik lndonesia Nomor 4548);

llnr{ann-l lndann \lnmnr '!? Tahrrn 2OOA fanlann Karrrarnanonareon!y vr rvsr rur ttqi iv i ivrE*au=a ir_'v*iqqi i

Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

"nnA 
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Nomor a63a);

r-!nCang-L!nCeng i.Jcmcr 23 Tahun 2006 tent.lng Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006

l*lomot' 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AA7 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA7

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4736);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAZ Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKata (!-embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia l.lomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 20A4 tentang Pengelolaan

lnformasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor gB);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipi! {Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun -1999

Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI

PELAYANAN AKTA KELAI-IIRAN BAGI PENDUDUK YANG

LAHIR SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TA!-I U N 2006 TENTANG ADIVI I N I STRASI KEPEN DU DLJ KAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran diberikan kepada

Warga Negara lndonesia yang lahir sebelum berlakunya

Llndang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

Pasal 2

(1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan

kepada kepala keluarga yang melaporkan kelahiran melampaui

batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun

sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan

kepada kepala keluarga yang melaporkan kelahiran kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan

dan Catatan Sipil melampaui batas eraktu 1 (satu) tahun.sejak

tanggal kelahiran tanpa melalui Penetapan Pengadilan.



Pasal -3

Persyaratan untuk memperoleh pelayanan Dispensasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 2 berpedoman pada ketentuan ya.ng mengatur

mengenai persyaratan teknis pelayanan pencatatan akta kelahiran.

Pasal 4

Besarnya retribusi penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kelahiran dari

pelaksanaan Dispensasi berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk Can Akte Catatan Sipil.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan pencatatan alda kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 't (satu) tahun

dari tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan d! Pati

pada tanggal 1 Nsvesber 200f

BUPATI PATI,
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Diundangkan di Pati

pada tanggal 1 t{oveaber 200f

KABUPATEN PA.TI,
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